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DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
¥OMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
WGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

SESCGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU,

| smieny : 2 bahwa anak merupakan amanah dan
e karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat
sebagai manusia seutuhnya sehingga hak
anak merupakan hak asasi manusia yang
wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi dan
dimajukan oleh Pemerintah, masyarakat,
dan/atau keluarga;

b. bahwa dinamika kehidupan sosial di
Kabupaten Labuhanbatu terus berkembang
dan berdampak kepada berbagai aspek
kehidupan masyarakat termasuk anak-
anak, di mana masih banyak anak-anak
yang menjadi korban kekerasan, perlakuan
yang salah, eksploitasi dan penelantaran,
sehingga diperlukan upaya perlindungan
anak yang komprehensif, sinergi dan
terpadu  lintas/antar sektor  melalui
perwujudan Labuhanbatu sebagai
Kabupaten Layak Anak;
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bahwa berdasarkan ketentuan Pasa] !
Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tal
2002 tentang Perlindungan Arni
sebagaimana telah diubah dengan Undan,
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentar
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Perlindungan Ana
yang menyatakan bahwa Pemerinta
Daerah  diberikan kewenangan unty
menjamin - pemenuhan hak anak da
mendukung  kebijakan nasional dalar
penyelenggaraan Perlindungan Anak g
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangar
scbagaimana dimaksud pada huruf 2
huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1092); |

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979
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Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002/
tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
" Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
“tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kaj;j
terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S679);

tentang Penyclenggaraan dan Kerja sama
Pemulihan Korban Kekerasan Dalam

Indonesia Tahun 2006 Nomor 15,
Tambahan Lem baran Negara Republik
Indonesia Nomor 4604);

Perlindungan Anak;
Peraturan Menteri Pemberdayaan

Tahun 2009 tentang Kebijakan
Kabupaten /Kota Layak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan  dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak
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Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 169);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

| Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
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asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negéra
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksiad
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah pusat yaig
menyelenggarakan urusan pemerintah pusat yang adadi
daerah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapin
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalim
kandungan.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yag
wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tia,
keluarga, wali, masyarakat, pemerintah dan negara. '

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untik
menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agr
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipisi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martalat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasin
dan diskriminasi.
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Penyelenggaraan Perlindungian Anak adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan peimerintah Daerah, masyarakat

dan orang tua serta wali yang ditujukan untuk

perlindungan anak termasuks perlindungan khusus.

Orang tua adalah ayah dan,/atau ibu. kandung atau ayah
dan/atau ibu tiri atau ayah dlan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badlan yang dalam kenyataannya

menjalankan kekuasaan asuih sebagai orang tua terhadap
anak.

Keluarga adalah unit terkeecil dalam masyarakat yang
terdiri dari suami istri, suam istri dan anaknya atau ayah

- dan anaknya atau ibu dan amaknya atau keluarga sedarah

dalam garis lurus ke atas aitau ke bawah sampai dengan
derajat ketiga.

Masyarakat adalah perseorrangan, keluarga, kelompok,
organisasi sosial dan/atau or'ganisasi kemasyar akatan.

Kelkernsan Terhadap Anak< adalah setiap perbuatan
terhadap anak yang berakiibat timbulnya kesengsaraan

atuu penderitaan secara fisiik, psikis, seksual dan/atau

penelantaran, termasuk awcaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan atatd perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum.

Ekaploitasi Terhadap Anakk adalah setiap perbuatan

melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan
kesejahternan dan tumbuh kiembang atau membahayakan
_keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain

dapat memperoleh manfaat ¢konomi, seksual, sosial atau
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juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat
pembatasan atau perghilangan kesempatan anak
memperoleh haknya.

Perlakuan Salah Terhadep Anak adalah setiap tindakan
terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam
situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap
kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan
anak.

Penelantaran Anak adalah sctiap tindakan pengabaian
pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan
pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat
tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak
dalam situasi bahaya.

Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan
mekanisme Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua
dan tenaga pendidik dalam menciptakan kondisi yang
dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah,
eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

Pengurangan risiko adalah tindakan dini terhadap anak
dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau
berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan,
perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.

Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi,
penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak
yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah,
eksploitasi dan/atau penelantaran.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga
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penyedia layanan terhadap korban kekerasan perempuan
dan anak di tingkat kabupaten yang dikelola secara
bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat
dalam bentuk bantuan konseling, pelayanan kesehatan,
reintegrasi sosial dan bantuan hukum.

Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang
digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap
korban sesuai dengan standar operasional yang
ditentukan.

Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang
tus dan pengasuhan di luar pengasuhan orang tua, terdiri
darl pengasuhan oleh orang tua asuh atau orang tua
angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti
asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain

© mejenisnya,

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA
adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan
berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan
sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan
dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin
pemenuhan hak anak.

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya
disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif
ditingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan,
program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan,
pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan

- talam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
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28. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi
anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten
Labuhanbatu.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar

Konvensi Hak Anak meliputi :

a. non diskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi,
penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi
dan berkesinambungan demi terwujudnya anak Labuhanbatu
yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
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Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

Q.

b,

(1)

(2)

Hak dan Kewajiban Anak;

Kewnjiban dan Tanggung Jawab;
Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
Partisipasi Anak;

Kabupaten Layak Anak;

Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan;

Koordinasi dan Kerja Sama,;
Sanksi; dan
Pembiayaan,

BAB Il

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak Anak
Pasal 5

Setinp anak memiliki hak yang merupakan bagian dari
Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi
dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara.

Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi perlindungan anak wuntuk hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
darl tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap
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anak dan penelantaran anak meliputi:

a.

b.

atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan;

untuk beribadah menurut agamanya atas bimbingan
orang tua,

untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh
oleh orang tuanya sendiri;

memperoleh pelayanan kesehatan;

memperoleh  pendidikan dan pengajaran  sesuai
dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental,
kecerdasan serta minat dan bakatnya;

menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima,
mencari dan memberikan informasi;

beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan
diri;

memperoleh  perlindungan  dari penyalahgunaan
dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan
sosial, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan
dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan,
penyiksaan, pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan
terburuk dan kejahatan seksual; )
memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi
dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak
pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
memperoleh hak anak lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 6

Setlap anak wajib:

#. Menghormati orang tua, wali dan guru;

b, Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman,;
¢, Mencintai tanah air, bangsa dan negara;

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya,
e, Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Umum

Pagaly

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam

penyslenggaraan perlindungan anak meliputi:

i menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka
pendek, menengah dan panjang;
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b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi
risiko dan menangani anak yang menjadi korban tindak
kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran
anak;

c. mendorong Tanggung jawab orang tua, masyarakat,
lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan;

d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pemenuhan
hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak
kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran
anak;

e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang terkait
dalam melakukan pencegahan, pengurangan risiko
kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak
kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;

f. menyediakan sarana dan prasarana,; dan

g. melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
perlindungan anak melalui kegiatan peran serta dalam
penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi :

a. Pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan,
pengurangan risiko dan penanganan anak korban
kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran
melalui upaya perseorangan maupun lembaga.

b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak
termasuk:

1. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap
situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
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4. meminnllitasi  atau  melakukan  kegiatan pencegahan
dan pengurangan risiko;

4. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang
menjadi korban;

4. membantu advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat
tentang  penanganan  kasus kekerasan, eksploitasi,
perlakuan salah dan penelantaran anak;

5 membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial dan
reintegrasi sosial; dan

6. dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.

Pasal 10

Muanynrakat berperan serta terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh:

i, perseorangan,

b, keluarga,

¢, -lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;

d. lembaga swadaya masyarakat;

¢, organisasi profesi; dan

. badan usaha.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 11

(1) Tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam
perlindungan anak meliputi:

A, mengasuh, memelihara, mendidik, memberi rasa aman
dan tidak melakukan perlakuan salah serta kekerasan
kepada anak:

b menumbuhkembangkan anak sesuali dengan
kemampuan, bakat dan minatnya;
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¢. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang
berwenang melakukan pencatatan kelahiran; dan
d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak,

(2) Dalam  hal orang tua kandung tidak diketahuj
keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat
melaksanakan tanggung jawabnya, maka tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada
keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

BABV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

a. Pencegahan;
b. Pengurangan risiko;
C. Penanganan; dan
d. Sistem informasi data anak
Bagian Kedua
Pencegahan
Pasal 13

(1) Sasaran pencegahan sebagaimana  dimaksud dalam

Pasal 12 hurufa adalah setiap anak.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. merumuskan kebijakan, program dan mekanisme;
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b meningkatkan kesadaran dan sikap orang tua, tenaga
pendidik dan masyarakat melalyj sosialisasi, edukasi
dan informasi:

¢ meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak:

. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko
dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat
menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah
dan penelantaran; dan

® membuka ruang bagi anak untuk mengembangkan
kreatifitas.

A pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan
Pengembangan sistem informasi data anak;

b, penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi
korban kckcmsan, perlakuan salah, eksploitasi dan
penelantaran;

¢, Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi
korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan
pvnolantur&n;

d, penyelenggaraan dukungan keluarga; dan

anak,
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a. hak-hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan
anak;dan

b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi
dan penelantaran anak.

Pasal 16

(1) Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf ¢
yang meliputi pengembangan :

a. kapasitas kelembagazan; dan
b. tenaga penyedia layanan.

(2) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ;
&. membentuk forum anak daerah Kabupaten Labuhanbaty;
b. membentuk forum anak di kecamatan: dan
C. membentuk forum anak desa/kelurahan.

(3) Tenaga penyedia layanan s
ayat (1) huruf b meliputi:
a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
- tenaga penyedia layanan pendidikan;
C. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
€. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
f. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan,

Pasal 17

Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan
bahaya dari situasj atau perbuatan yang dap

kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d
dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan,




lembaga sonial kemasyarakatan media massa dan carg lain
YAIY sesual,

Ketentuan lebih lanjut mengena; pelaksanaan pencegahan
sobagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati,

¢ layanan #osinl dan psikologis; dan
. layanan bantuan hukum,

i, konseling,
b pendidikan Pengasuhan anak: dan
¢ medias| keluarga,

Bagian Ketiga
Pengurangan Risiko

Pasal 21
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cksploitasi dan beénelantaran.
.' (2) Peng;rangan risiko sebagaimang dimaksud pada ayat (1)

.' meliputi:
| &. pengurangan risiko pada anak dalam situasi rentan;

|f | Pengurangan risiko pada anak dalam situasi rentan
[ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a

b. pendidikan kecakapan hidup atay bentuk penguatan
lain yang dapat mengurangi kerentanan.

Pasal 23

." Il’l | Pengurangan risjko di lingkungan pengasuhan
[ sebagaimana dimaksyug dalam Pasa] 21 ayat (2) huruf b

pendampingan, konseling dan pemulihan relasj dalam
|| keluarga;

I I e — = =
e o W
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. menyediakan atau  memfasilitagj tempat pengasuhan
Sementara bagi anak yang rentan mengalamj kekerasan,
eknploitasi, perlakuan salah dan penelantaran: dan

& melakukan Pengawasan dan evalyas; berkalg terhadap
lembage Pengasuhan anak dj Juar lingkungan keluarga.

Pasal 24

l‘mgurungan risiko di lingkungan pendidikan sebagaimang

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf ¢ meliputi:

% mengidentifikasi sekolah atay lingkungan Penyelenggaraan
pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi,
perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak: dan

h. memfanilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan
tenagn pendidik dalam mencegah dan menangani masalah
Perlindungan anac.

Pasa] 25
f‘abgumngnn risiko dj masyarakg sebagaimana dimaksud

datam Pasal 21 ayat (2) huruf 4 meliputi:
U mengidentifikag; wilayah atay kelompok Masyarakat yang

i, Memfasilitas Peningkatan kemampuan aparat penegak
tertiban dan aparat terkaijt lainnya yang terlibat dajam

Wrban cksploitas ekonomi dan scksual sesyaj dengan
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" €. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak
It kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan benelantaran
i pada kelompok rentan; |
Il f.  melakukan Pengawasan dan evaluasi berkalg terhadap

ff lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan

18 kelompok rentan.

i Pengurangan risiko di lingkungan pekerjaan sebagaimana
[ / dimaksud dalam Pasg] 21 ayat (2) hurufe meliputi:

_' d. pengawasan aktif Secara berkalg terhadap tempat usaha,
/ _ warnet dan playstation;

'] b. tempat hiburan; dan

€. Tumah tangga yang mempekerjakan anak,

Pasal 27

| I." Ketentuan lebjh lanjut mengenai pelaksanaan pPengurangan
Il risiko Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diatur
. dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penanganan

Pasal 28

[ (1) Sasaran Peénanganan sebagaimana dimaksud  dalam
/ | Pasal '12 hurufe meliputi:

| &. anak di luar asyhan orang tua;
/ b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;

€. anak yang berkonflik dengan hukum;
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. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atay

I.‘ anak  yang menjadi korban tindak pidana
perdaga figan orang;

) anak Yang  menjadj korban Penyalahgunaan

fNAF’ZAJ dan
k. anak yang berada dalam Situasi yang sifat dan keadaan
tempat pekerjaan dapat Mmembahayakan

(2) l‘onunuanan terhadap anaj Sebagaimana dimaksyqd pada
MAyat (1) meliputi:
a, Mmengidentifikas; dan menerima pengaduan/laporan;
b, tindakan Penyelamatan, .
€. penempatan anak di rumah aman;
- & rchabilitasi; dan

# reintegras; Sosia]l berupa dukungan layanan pasca
rehabilitas;

&) I’ennnganan terhadap anak Sebagaimang dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh P2Tpo4.

(4) Seleretariat P2TP2A berkedudukan di  SKpp yang

Membidang; urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana

e
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Pasal 29

Mengidentifikasikan dan  menerima pengaduan/laporan
secbagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a
meliputi;

a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah

perlindungan anak;

b. menindaklanjuti  informasi atau pengaduan / laporan

.

yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana

penanganan,

Pasal 30

(1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan
hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.

(2) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi
dan lingkungan yang mengancam ke tempat yang aman.

Pasal 31

(1) Penempatan anak di rumah aman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2j huruf ¢ dilakukan apabils

berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:

a. keselamatan anak terancam;

b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; dan

¢.anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/
pengasuh/ wali dan/atau masyarakat, '

(2} Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat | Ii

dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkig




nyanan

lelunrgn/ pengas

hingga
uh/wali dinilai memiti;
mengasuh dan

melindungi anal.

Rehabiliagg Sebagaimang dimaksud dalam Pasal 28
huraf o meliputi:

ayat (2)
no layanan pemulihan kesehatan;
b layanan Pemulihan sosia] dan psikologi; dan
¢ bantuan pendampingan hukum,
Pasa] 33
Relntegraa #osial berupa dukungan layanan pagca rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 28 ayat (2) huruf e
helipuy;
penelunuran anggota keluarga;
# e emukan angk korban dan anggota kelua.rga/keluarga
i dan/atay masyarakat
b Panilitas '

4an penanganap
e . maksud dalam Ppggg) 28
H8an Poratyran, Bupati,

SaasE




Layanan pemulihan kesehatan sebagaimang dimaksud dalam
Pasal 32 huruf a meliputi;
4. pelayanan gawat darurat;

Permintaan atay keterangan polisi;

C. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap
Sesuai ketentuan medis; dan :

d. memberikan Tyjukan lanjutan Sésuai  keadaan dan
kondisi korban,

Pasal 36

Layanan pemulihan  gosig] dan psikologis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
a. konseh'ng;
terapi psikososial;
C. bimbingan mental dan Spiritual; dan
d. pendamping ;

Pasal 37

Layanan bantuan Pendampingan  hykym sebagaimans

dimaksud dalam Pasal 32 huruf ¢ meliputi:

a. memastikan anak didampingi oleh penasihat hukum;

b. memfasilitas; pendampingan kepada analk korban
kekerasan, baijk pPada proses pemeriksaan (j sidang

péngadilan maupun g; luar sidang pengadilan,
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Bagian Kelima
Sistem Informas;i Data Anak

Pasa] 38

erah menyelenggarakan sistem informas;i
data anak Untuk kepentin

gan evaluasj Penyelenggaraan
Pﬁrlimluugnn Anak,

dan instans; vertika]
fnnys gEt gani anagk korban
eleoragn, 1dan Penelantaran
BAB VI
PARTISIPAS] ANAK
Pasa] 39

l‘nimamhangnn Partisipasj anak dalam

Peényelenggaraan
Perlindungan anak dilakukan

untuk meningkatkan kecakapan

hidup melaluj;

. penyedinan kesempatan bagi angy untuk terlibat dalam
Oglatan Péncegahan



BAB VII
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 41

(1) Untuk mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dilaksanalkan
Seécara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara
berkelanjutan melalyi kebijakan Pengembangan KLA.

(2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

(1) Kebijakan Pengembangan K1A memuat tentang:
a. konsep KLA:
b. hak anak; dan
C. pendekatan pPengembangan KLA.

(2) Konsep  KLA sebagaimana pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

pengertian;

tujuan;

Strategi; dan

- Peran para pihak terkait.

ao o




W _Pengembangan KA seb
it o dag k

agaimana dimaksud pada ayat (1)
(), diatur lebi

onsep KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
h lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

. bangan K1 diarah

kan pada Pemenuhan
bagi dalam 5 (lima)

klaster,
(#) Pemenuban p

ak anak sebagaimang dimaksud pada ayat
(1), terdiri dari -

A hak sipil dan kcbebasan;
b, ll’nghungnn keluarga dan pengasuhan alternatif;
0. kesehatan dasar dan keseja_hteraan;
il, Pendidikan, p

emanfaatan wakt;, luang dan kegiatan
budaya; dan
" perlindungan khusus,

(4) Pamenuhan hak
mekanisme dan

anak
pel
Peraturan Bupati

sebagaimang dimaksud pada ayat (2),
aksan&ama‘ya diatur lebih lanjut dengan

gus Tugas KLA
() Dalam rangka efektifitas Pelaksanaan kebijjakan kra
sebagaimana dimaksud bada ayat (1), ditetapkan lebih
lnnjut dengan Keputusan Bupati,
() Gugus Tugas k

LA Sebagaimang dimaksud pada ayat
Mempunyaj tugas pokok:

A, Mengkoordinasikan
Pengembangan KLA;

(1),
pelaksangan dan

i



b. menetapkan tugas-tugas darj anggota Gugus Tugas;

€. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data

f. melakukan diseminasi data dasar;
g. menentukan fokus dan prioritas Program dalam
mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potens;

h. menyusun fencana aksi daerah KA S (lima) tahunan dan
! mekanisme kerja; dan

Il I. melakukan Mmonitoring, evaluasi dan Pelaporan paling
il kurang 1 (satu) tahun sekali, - -

l 'f". (4) Keanggotaan Gugus Tugas Kia ditetapkan dengan Keputusan
) Bupati.

(2) Sekretariat sebagaimang dimaksud Pada ayat (1),
bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif

kepada Gugus Tugas KLA,

membidangi  yrysan Pemberdayaan Perempuan dan
_f Keluarga Berencana.

X (3) Gugus Tugas kLA berkedudukan di SKPD yang

(4) Pembentukan dan keanggotaan Gugus Tugas Kia
| ditetapkan dengan Keputusan Bupati,



(1) Bupati benw:nang melakukan Peéngendalian dap bengawasan
Penyelenggaraan perlindungan anak,

(4) Kﬁwetmngnn Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilimpahkan kepada skpp Yang membidang;

BAB 1x
KOORDINASI DAN KERJA SAMA
Pasa] 47
(1) Dalam mcnyclenggara.kan perlindungan anak,

Pemorintal Daerah melakukan koordinas; dan kerja sama
engan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumaterg
- Utara, Pemerintah Daerah Jain, INI, POLR], lembaga vertika]
dan lembaga non Pemerintah.
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Pendapatan dan Belanja Daerah sertq Sumber lain yang sah
dan tidak mengikat sesuaj ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,

! BAB X1
KETENTUAN SANKSI

Pasa] 49

- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah inj harus suday
' ditetapkan paling  |ampgat I (saty) tahun sejak
/ ditetapkannya Peraturan Daerah inj.

BAB X111
KETENTUAN PENUTUP

Perature




Agtng 8etlap oran
l‘ﬁruturun Daerah

€ngetahu;j, Memerintahk
Daeraly Kabupaten

ni dengan Penempatanny, dalam Lembaran
Labuhanbaty,

Ditetapkan diR

a.ntauprapat
Pada tanggal 30

Oktober 2015
Pj. BUPATY LABUHANBATY,
ttd
UTHEH

mundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanhaty,
Numaor 5 Tahun 2015
Taniggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAE

KABUPATEN LABUHANBATU,

A N ttd
5 ALI USMAN HARAHAP
KABUPATEN LABUHANBATU

el



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU PROVINS]T SUMATERA UTARA
AHUN 2015 NOMOR 5

e ——— e —

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG PENYELEN GGARAAN PERLINDUN GAN ANAk



PErag "I‘l;!'ﬂn -mu.nyurnkat Secara lyag Sehingga UPaya-upayy
- PN, terhadap anqy dapat Memperoleh hasj] yang
fial,

Halwg bcrdaaarkan Peraturan Pemen'ntah Nomor 33
Tahin 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahap
Antary l-’emcrlnmh, Pcmerintahan Daerah Provins;, dan
l’ammnmhnn Daerah Kabupaten/Kota, perlindunga.n anak
merupakan Urusan Pemerintahgn yang wajib dﬂaksanakan
olel Pemerin tah Daerah.

an
Alithap Atl, ma enyelenggaraan perhndungan anak
POl diayy dalam Peraty aerah,
1, AL
= Panal |
3 Cukupjelau
Panal 2

Aama, ras, golongan, Jenis kelamin €tnik, budaya dan ?
A8R, statyg hukum anak, Urutan kelahiran anak, dan

Huruf
Cukup Jelag



Huryf ¢
Setiap anak muyja;j darij dalam kandungan haryg dilindungi
agar tetap hidup sebagajmana Iayalmya Serta Merawatnyg
agar hidyp berkembang selayaknya.
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Pran] 14
Ayl (1)
(‘ukupjr'!na.



Ayat (2)
Cuk Up jelas

38



39
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasa] 29
Cukup Jelag,

Pasal 30
Ayat (1)
Cukupjeias.

an situagsj Yang

Tjadi Perkelahian antara kepy,
ap aman Seperti Rum Aman,
Pasaj 34

ah




abupaten, ;

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasa] 42
Cukup jelag.

Pasa] 43
Cukup jelag

Paga) 44
(‘ukup jelas.

h.lngga
ayak angj

40
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Pasa] 45

Cukup jelas.

Pasa] 4¢

CUkup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jjelas,
£ P_qga} a8
 Clikup jejg,
£ Panal 49
- Clikup jeqs,




